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Abstrak

Pelaksanaan aktivitas yang terpusat pada kawasan perkotaan dapat mempengaruhi laju perpindahan penduduk menuju kota.
Pertumbuhan penduduk perkotaan yang terus meningkat mengakibatkan tingginya permintaan lahan untuk kawasan permukiman
yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan untuk kawasan hunian yang layak huni. Fenomena tersebut terjadi diantaranya di
Kabupaten Banyumas seiring dengan terus berkembangnya Kawasan Perkotaan Purwokerto sebagai ibukota Kabupaten Banyumas.
Hal ini mengakibatkan munculnya kawasan kawasan kumuh di Kawasan Perkotaan Purwokerto. Salah satu kawasan yang
teridentifikasi permukiman kumuh adalah Kawasan Girlibanji. Dalam menangani kawasan permukiman kumuh, Pemerintah Kabupaten
Banyumas telah berupaya mengatasi permasalahan kekumuhan dengan penerapan beberapa kebijakan tetapi permasalahan
permukiman kumuh belum teratasi sepenuhnya khususnya di Kawasan Girlibanji. Ketidakberhasilan penerapan kebijakan
penanganan permukiman kumuh dikarenakan belum diketahui faktor prioritas penyebab meningkatnya permukiman kumuh pada
kawasan secara jelas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor prioritas penyebab kekumuhan di Kawasan Permukiman
Girlibanji dengan menggunakan Analytical Hierarchy Prosess (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor prioritas
penyebab kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji adalah jaringan air limbah, kepadatan dan kualitas bangunan, jaringan
sistem persampahan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan jaringan drainase.

Kata kunci: Analytical Hierarchy Process (AHP); faktor prioritas; Girlibanji; karakteristik; permukiman kumuh

Abstract

Implementation of activities that are concentrated in urban areas affect the rate of population movement to cities. The continuous
increase of urban population growth results in high demand for land for residential areas which is not comparable with the availability
of land. The phenomenon occurs, among others, in Banyumas Regency, along with the continuing development of Purwokerto Urban
Area as the capital of Banyumas Regency. This results in the emergence of slums in the Purwokerto Urban Area. One of the areas
identified as slum settlements in Banyumas Regency is the Girlibanji Area. In dealing with slum areas, the Government of Banyumas
Regency has tried to overcome the problem of slums by implementing several policies. However, the issue of slum settlements has
not been fully resolved, especially in the Girlibanji Area. The failure to implement the slum management policy is due to the unknown
priority factors causing the increase in slum settlements in the area. This research was conducted to determine the priority factors
driving slums in the Girlibanji Settlement Area using the Analytical Hierarchy Process (AHP). The priority factors causing slums in the
Girlibanji Settlement Area are wastewater network, building density and quality, waste system network, income level, education level,
and drainage network.

Keywords: Analytical Hierarchy Process (AHP); characteristics; Girlibanji; priority factors; slums

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kota di negara berkembang berlangsung pesat karena kota mempunyai daya tarik yang kuat dan dapat
memberikan pengaruh terhadap kegiatan di suatu kota. Pertumbuhan dan perkembangan kota yang sangat cepat
menyebabkan lebih dari setengah populasi penduduk di Indonesia saat ini bermukim di daerah perkotaan. Menurut Badan
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Pusat Statistik, sebanyak 56,7% penduduk Indonesia menetap di wilayah perkotaan pada tahun 2020. Laju urbanisasi
penduduk yang sangat pesat dapat memberikan dampak pada suatu kota yaitu dapat menyebabkan tidak terkendalinya
perkembangan wilayah perkotaan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk terus meningkat
mengakibatkan tingginya permintaan lahan untuk kawasan permukiman. Menurut Akbar (2020), setiap manusia
membutuhkan hunian yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan tempat beristirahat sehingga pemenuhan kebutuhan
akan rumah di dalam kawasan permukiman menjadi isu penting. Pengembangan kawasan permukiman di perkotaan
bertujuan untuk mewujudkan kondisi perkotaan yang nyaman, sejahtera, aman, layak huni, dan berkelanjutan. Akan tetapi,
pengembangan kawasan permukiman di perkotaan tidak sebanding dengan semakin terbatasnya lahan di wilayah
perkotaan untuk membangun kawasan hunian yang layak huni.

Pembangunan perkotaan dan tumbuhnya permukiman kumuh memiliki dampak yang besar bagi penurunan kualitas
lingkungan. Peningkatan penduduk perkotaan yang cepat dan tidak diiringi dengan ketersediaan lahan serta pengadaan
program-program pembangunan kota menjadi penyebab munculnya kawasan-kawasan kumuh di perkotaan (Wijaya,
2016). Kondisi tersebut menjadi salah satu isu dunia yang menjadi perhatian dan menjadikannya sebagai salah satu tujuan
dari pembangunan berkelanjutan. Menurut Suharto (2009), kawasan kumuh adalah kawasan yang tidak layak, dengan
penduduk yang memiliki pendapatan rendah serta lingkungan yang tidak sehat, bahkan memiliki risiko terhadap ancaman
penyakit. Kawasan kumuh juga identik sebagai sumber masalah sosial, seperti tingkat kriminalitas yang tinggi.
Permukiman kumuh merupakan permasalahan yang tidak diharapkan keberadaannya. Terdapat berbagai macam faktor
penyebab permukiman kumuh antara lain kepadatan bangunan, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, dan kualitas
hunian (Zulkarnaini, Elfindri, & Sari, 2019). Faktor-faktor lain yang menjadi penyebab permukiman kumuh adalah fisik
lingkungan dan lama tinggal penghuni (Surtiani, 2006).

Fenomena permukiman kumuh perkotaan juga terjadi di Kabupaten Banyumas, khususnya wilayah perkotaan
Purwokerto yang dijuluki sebagai kota pendidikan dan kota perdagangan dan jasa. Purwokerto adalah kota dengan jumlah
institusi perguruan tinggi paling banyak di wilayah Jawa Tengah bagian barat daya. Hal ini memberikan dampak terhadap
munculnya industri nonformal seperti warung kelontong, laundry, jasa fotokopi, dan warung makan. Berkembang pula
industri formal berupa pembangunan infrastruktur penunjang pendidikan. Purwokerto sebagai kota perdagangan dan jasa
ditandai dengan pembangunan gerai retail dan makanan secara terus-menerus. Purwokerto menjadi kawasan strategis
dan penyumbang sektor ekonomi tertinggi ke-4 di Jawa Tengah sehingga memiliki potensi peningkatan jumlah penduduk
tiap tahun. Berkembangnya Kawasan Perkotaan Purwokerto sebagai ibu kota Kabupaten Banyumas memberikan dampak
munculnya kawasan-kawasan kumuh di Kawasan Perkotaan Purwokerto. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Banyumas Nomor 660/630/Tahun 2020 tentang Lokasi dan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan di Kabupaten Banyumas
terdapat 115,7 hektar kawasan kumuh yang tersebar di Kawasan Perkotaan Purwokerto (Pemerintah Kabupaten
Banyumas, 2020). Jumlah ini meningkat sebesar 69,28% dari tahun 2014 dimana pada tahun 2014 luas kawasan kumuh
di Kabupaten Banyumas sebesar 69,58 hektar.

Permasalahan permukiman kumuh di Kawasan Perkotaan Purwokerto semakin berkembang, ditunjukkan dengan
meningkatnya luasan kawasan kumuh seiring dengan perkembangan Kabupaten Banyumas. Salah satu kawasan yang
teridentifikasi permukiman kumuh di Kabupaten Banyumas adalah Kawasan Girlibanji (Pinggir Kali Banjaran—Kranji) yang
dikategorikan sebagai permukiman kumuh dataran rendah. Kawasan Girlibanji terletak pada pusat perkotaan yang rentan
mengalami perkembangan kawasan sebagai dampak urbanisasi sehingga dijadikan kawasan yang diprioritaskan
penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dalam menangani kawasan permukiman kumuh, Pemerintah
Kabupaten Banyumas telah berupaya mengatasi permasalahan kekumuhan dengan penerapan beberapa kebijakan
seperti perbaikan sarana prasarana dan perbaikan kualitas lingkungan tetapi permasalahan permukiman kumuh di
Kawasan Girlibaniji belum teratasi sepenuhnya. Ketidakberhasilan penerapan kebijakan penanganan permukiman kumuh
dikarenakan belum diketahui faktor prioritas penyebab kekumuhan di kawasan permukiman pada kawasan secara jelas.
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penting dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor
prioritas penyebab kekumuhan di Kawasan Girlibanji untuk memberikan bahan pertimbangan perencanaan kebijakan
penanganan permukiman kumuh untuk menjadikan permukiman yang lebih layak huni.

2. KAJIAN TEORI
2.1 PERMUKIMAN

Permukiman merupakan lahan yang diperuntukkan sebagai lingkungan hunian yang berfungsi sebagai tempat tinggal
(Adisasmita, 2010). Lingkungan hunian perlu dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan memiliki aksesibilitas ke
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tempat kerja guna menunjang penghidupan sehingga fungsi kawasan dapat efisien. Menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang
terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai
penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Merujuk dari definisi permukiman diatas,
maka dapat diketahui bahwa kawasan permukiman berfungsi sebagai tempat tinggal yang terdiri atas kawasan
permukiman perkotaan dan perdesaan. Permukiman memiliki prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk mendukung
penghidupan dan fungsi kawasan.

Permukiman dapat diartikan sebagai suatu kawasan yang merupakan kota atau desa atau bagian dari kota atau desa
yang mempunyai fungsi utama sebagai lingkungan tempat tinggal, tempat penduduk bermukim, bergerak, dalam kegiatan
kerja dan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fungsi utama permukiman tidak hanya sebagai tempat tinggal
atau hunian yang digunakan manusia untuk berlindung dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya tetapi juga
sebagai tempat awal pengembangan kehidupan dan penghidupan keluarga, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi,
dan teratur. Selain itu, perumahan juga berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan bermasyarakat dalam
lingkungan terbatas (Sekatia, 2015).

2.2 PERMUKIMAN KUMUH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diketahui
bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat
kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
Kawasan kumuh adalah kawasan yang memiliki kualitas lingkungan secara fisik maupun nonfisik yang buruk dan kotor
dengan keterbatasan ruang dan penduduk yang padat. Kondisi ini dapat membahayakan kehidupan manusia karena
dapat mengarah pada kriminalitas dan kebakaran (Wiarni, Mononimbar, & Supardjo, 2018).

Permukiman kumuh adalah kondisi lingkungan tempat tinggal yang memiliki infrastruktur lingkungan yang tidak
memadai, kualitas konstruksi bangunan yang kurang bagus, penduduk dengan pendapatan rendah dan sebagai pekerja
sektor informal, tingkat pendidikan rendah, penduduk bersifat sementara dan tidak tetap, serta memiliki kualitas fisik
lingkungan yang buruk. Kondisi permukiman kumuh yang tidak teratur dan padat serta ketersediaan infrastruktur yang
kurang memadai akan mengurangi nilai keindahan kota sehingga terlihat kumuh (Robaka, 2019). Permukiman kumuh
sebagian besar dihuni oleh masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan menjadi salah satu permasalahan
yang sering muncul di kawasan perkotaan. Hal tersebut disebabkan karena tidak mengikuti alur pertumbuhan ekonomi
yang terjadi sehingga berdampak pada munculnya kemiskinan. Apabila hal ini tidak segera ditangani, maka akan
memberikan dampak fisik maupun nonfisik pada lingkungan kawasan (Putra & Andriana, 2017).

2.3 KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

Menurut Nawagamuwa & Viking (2003), keadaan kumuh dapat mencerminkan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya
para penghuni permukiman tersebut. Karakteristik permukiman kumuh tercermin dari beberapa hal sebagai berikut:

a. Penampilan fisik bangunan temporer, tampak tak terurus maupun tanpa perawatan;
b. Pendapatan penduduk yang rendah, yang mencerminkan status ekonomi masyarakat;

c. Kepadatan bangunan yang tinggi, yang dapat terlihat dari tidak adanya jarak antarbangunan maupun tidak
adanya siteplan yang terencana;

d. Kepadatan penduduk yang tinggi dan masyarakatnya yang heterogen;

e. Sistem sanitasi tidak dalam kondisi yang baik;

f. Kondisi sosial yang tidak baik, dilihat dengan banyaknya tindakan kriminalitas;

g. Banyaknya masyarakat pendatang yang bertempat tinggal dengan menyewa rumah.

2.4 TIPOLOGI PERMUKIMAN KUMUH

Tipologi permukiman kumuh ditentukan melalui identifikasi permukiman kumuh dengan melihat letak permukiman
secara geografis. Dalam Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun (2018) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumubh, tipologi permukiman kumuh terdiri atas:

a. Permukiman kumuh di atas air, berada di atas air, baik daerah pasang surut, sungai, rawa, ataupun laut;
b. Permukiman kumuh di tepi air, berada tepi badan air (danau, waduk, pantai, sungai, dan sebagainya);

102



Desa-Kota, Vol. 5, No. 2, 2023, 100-111

oo

Permukiman kumuh di dataran rendah, berada di daerah dataran rendah memiliki kemiringan lereng <10;
Permukiman kumuh di perbukitan, berada di daerah dataran tinggi memiliki kemiringan lereng >10% dan <40%;
Permukiman kumuh di daerah rawan bencana, terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam
tanah longsor, gempa bumi, dan banijr.

2.5 FAKTOR PENYEBAB KEKUMUHAN DI KAWASAN PERMUKIMAN

Faktor-faktor penyebab kekumuhan di kawasan permukiman ditentukan melalui proses sintesis teori dari beberapa
ahli. Hasil sintesis teori akan digunakan sebagai variabel penelitian. Sintesis teori faktor-faktor penyebab kekumuhan di
kawasan permukiman ditunujukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Faktor Penyebab Kekumuhan di Kawasan Permukiman

Sintesis Teori Variabel Subvariabel
Keberagaman latar belakang dan struktur sosial akan mempengaruhi ~ Faktor sosial ~ Tingkat pendidikan
kualitas dan keharmonisan hubungan yang terjalin di lingkungan budaya Jenis pekerjaan
permukiman. Faktor sosial budaya dapat dilihat dari tingkat Migrasi masuk
pendidikan terakhir penduduk, jenis pekerjaan, migrasi masuk, Extended family system
extended family system, dan lama tinggal penghuni. Lama tinggal penghuni

Minimnya penghasilan yang diperoleh penghuni permukiman kumuh.  Faktor ekonomi  Tingkat pendapatan
Masyarakat yang berpenghasilan rendah cenderung tidak mampu

untuk mendirikan rumah yang layak huni dan memelihara kualitas

lingkungan hunian.

Permukiman kumuh menekankan pada kepadatan dan kualitas Faktor fisik Kepadatan dan kualitas bangunan

bangunan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, lingkungan Jaringan drainase
jaringan sistem persampahan, dan jaringan jalan. Permukiman Jaringan air bersih
kumuh cenderung tidak dilayani dan dijangkau oleh sarana dan Jaringan air limbah
prasarana yang memiliki standar layak dan memadai. Jaringan sistem persampahan

Jaringan jalan

Sumber: Arung & Ulimaz (2021), Asa (2015), Crysta & Budisusanto (2017), Damisi, Kumurur, & Sela (2014), Fitri & Sulistinah
(2021), Hariyanto (2007), Lestari & Sugiri (2013), Muvidayanti & Sriyono (2019), Putra & Andriana (2017), Putro (2011), Sari & Ridlo
(2021), Surtiani (2006), serta Wimardana & Setiawan (2016)

3. METODE PENELITIAN

3.1 METODE PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data adalah tata cara untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini akan menggunakan
dua teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik
pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.

C.

Observasi
Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi fisik kawasan secara langsung dan faktual.

Kuesioner

Kuesioner dilakukan terhadap responden ahli yang akan digunakan dalam analisis Analytical Hierarchy Process
(AHP). Stakeholder yang menjadi responden merupakan pihak yang memahami faktor penyebab kekumuhan di
kawasan permukiman. Ahli yang menjadi narasumber berasal dari instansi pemerintah, akademisi, serta
masyarakat. Penentuan siapa saja ahli yang menjadi narasumber pengisi kuesioner ditentukan melalui analisis
stakeholder. Menurut Reed et al. (2009), klasifikasi stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingannya
terbagi ke dalam empat golongan yaitu key player, subject, context setter, dan crowd. Stakeholder yang dipilih
dalam penelitian ini adalah key player, subject, dan context setter. Stakeholder terpilih untuk sebagai responden
dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Wawancara

Wawancara dilakukan secara semiterstruktur kepada stakeholder untuk mendapatkan informasi secara langsung
terkait kondisi di kawasan guna melengkapi data apabila data tidak diperoleh dari hasil kuesioner dan observasi.
Wawancara dilakukan kepada stakeholder komunitas dan instansi pemerintahan di Kabupaten Banyumas
diantaranya yaitu Ketua Komunitas Masyarakat Peduli Sungai, Perumdam Tirta Satria, Ketua Divisi
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Pengembangan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Ketua Divisi Pengelolaan
Sampah Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2. Stakeholder Terpilih

Klasifikasi Stakeholders Jumlah
Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 9
(Government) dan Pengembangan Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pengembangan Permukiman
Pengembangan Perumahan
Penyehatan Lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi
Perencanaan dan Pembangunan Jalan
Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah
Dinas Sosial Pemberdayaan Sosial dan Penanganan
Perumdam Tirta Satria
Masyarakat KOTAKU Banyumas 5
(Community)  Komunitas Masyarakat Peduli Sungai
BKM-PK (Badan Keswadayaan Masyarakat Peduli
Kraniji)
BKM Kedungwuluh
BKM Bantarsoka
Akademisi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSOED 2
Dosen  Kesehatan  Lingkungan  Poltekkes
Semarang
Total 16

Teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mendapatkan data melalui
instansi pemerintah dan lembaga terkait yang hasil publikasi datanya bersifat resmi. Dalam penelitian ini, peneliti mencari
dan mendapatkan data dari instansi pemerintahan di Kabupaten Banyumas seperti Bappedalitbang, Kelurahan, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan KOTAKU Kabupaten Banyumas.

3.2 METODE ANALISIS

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis Analytical Hierarchy
Process (AHP). Analisis deskriptif dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh di Kawasan Girlibanji.
A analisis stakeholder dilakukan untuk menentukan stakeholder yang memiliki pengetahuan dan pengalaman serta
mempertimbangkan tugas dan fungsi stakeholder yang berkaitan dengan faktor prioritas penyebab kekumuhan di
Kawasan Permukiman Girlibanji. AHP digunakan untuk menentukan bobot atau nilai masing-masing faktor penyebab
kekumuhan di kawasan permukiman untuk menentukan faktor prioritas. Kerangka analisis dapat dilihat pada Gambar 1.

1 1
] ]
INPUT i PROSES i OUTPUT
: :
i i
1 - 1 Faktor prioritas
Hasil kuesioner ahli 1 Ana1151s'A'HP 1 envebab kekumuhan di
. 1 Tahapan Analisis AHP: 1 peny
terkait faktor penyebab | —mmfju— o —t—t | Kawasan Permukiman
. 1.  Menyusun hirarki 1
kekumuhan di Kawasan : . i Girlibanii. Kabupat
: il 2. Menyusun matriks U1, palen
Permukiman Girlibanji, : . : Banyumas
Kabupaten Banyumas 1 perbandingan 1
: berpasangan :
1 3. Menghitung bobot 1
: kriteria dan sub :
: kriteria :
: 4. Melakukan sintesis :
1 prioritas 1
: 5. Menghitung :
: konsistensi :
1 1
1 1

Gambar 1. Kerangka Analisis
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

Hasil identifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh di Kawasan Girlibaniji diperoleh melalui pengumpulan data
primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara. Pengumpulan data
sekunder dilakukan dengan mencari dan mendapatkan data melalui instansi-instansi pemerintah dan lembaga terkait
sesuai dengan kebutuhan data yang hasil publikasi datanya bersifat resmi. Karakteristik permukiman kumuh di Kawasan
Girlibanii diuraikan sebagai berikut.

411

a.

4.1.2

KONDISI SOSIAL BUDAYA

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan terakhir penduduk di Kawasan Girlibanji tergolong masih rendah. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas (2023), Kawasan Girlibanji didominasi oleh penduduk yang tamat
pendidikan SMP/sederajat ke bawah sebesar 68% penduduk atau 1.318 jiwa. Penduduk yang tamat pendidikan
SMA/sederajat sebesar 23% atau 439 jiwa, serta hanya terdapat 9% penduduk atau 171 jiwa yang lulus dari
pendidikan tinggi. Keberagaman tingkat pendidikan ini mempengaruhi cara pandang dan pengetahuan penduduk
terhadap permukiman khususnya kesadaran dalam menjaga kualitas lingkungan hunian.

Jenis Pekerjaan

Penduduk di Kawasan Girlibanji lebih banyak bekerja pada sektor nonformal. Penduduk lebih banyak
menciptakan lapangan pekerjaan sendiri seperti menjadi pedagang dan menjadi buruh/tukang. Berdasarkan data
BPS Kabupaten Banyumas (2023), diketahui bahwa 68% penduduk bekerja pada sektor nonformal.

Migrasi Masuk

Di Kawasan Girlibanji, jumlah penduduk yang bermigrasi masuk lebih banyak dari pada migrasi keluar. Hal ini
dapat diketahui dari data BPS Kabupaten Banyumas (2023) yaitu terdapat 9 jiwa atau 60% penduduk yang
bermigrasi masuk dan 6 jiwa atau 40% penduduk yang bermigrasi keluar.

Extended Family System

Pada Kawasan Girlibanji terdapat sedikit penduduk yang menganut extended family system. Penduduk yang
menganut extended family system adalah penduduk yang memilih untuk menetap di rumah orang tua akibat
belum mampu untuk menyewa/membeli hunian yang layak. Kawasan Girlibanji didominasi oleh hanya satu
Kepala Keluarga (KK) dalam satu rumah yaitu sebanyak 69% atau 460 KK.

Lama tinggal penghuni
Kawasan Girlibanji didominasi oleh penduduk yang telah menetap lebih dari 10 tahun. Hal ini dapat menunjukkan
bahwa permukiman di Kawasan Girlibanji terbentuk sudah sejak lama.

KONDISI EKONOMI

Kawasan Girlibanji didominasi oleh penduduk yang memiliki tingkat pendapatan rendah. Rata-rata pendapatan
penduduk adalah kurang dari Rp1.500.000,00 per bulan. Tingkat pendapatan yang rendah ini menyebabkan tingkat daya
beli yang rendah pula atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan sarana dan prasarana dasar.
Keterbatasan penghasilan diakibatkan semakin sulitnya mencari pekerjaan di daerah perkotaan, menjadikan masyarakat
yang berada di garis kemiskinan semakin kesulitan untuk menyediakan perumahan yang layak huni bagi mereka sendiri.

413

a.

KONDISI FISIK LINGKUNGAN

Kepadatan dan kualitas bangunan

Kawasan Girlibanji termasuk dalam kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi dan terdapat ketidakteraturan
bangunan yang dipengaruhi oleh orientasi bangunan yang membelakangi sungai. Kondisi tersebut berdampak
pada adanya pembuangan saluran limbah domestik dan pembuangan sampah langsung ke sungai. Selain itu,
terdapat permasalahan ketidaksesuaian pembangunan bangunan yang melanggar garis sempadan sungai dan
tidak pada lahan kepemilikan pribadi. Hampir semua bangunan permukiman di Kawasan Girlibanji memiliki
pondasi tetapi terdapat bangunan yang memiliki kondisi rusak ringan hingga sedang seperti mengalami
kebocoran pada atap saat hujan dan dinding serta lantai yang retak.
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b. Jaringan drainase
Terdapat jaringan drainase primer berupa Kali Banjaran-Kranji yang berada di dalam kawasan. Kawasan
Girlibaniji didominasi oleh drainase tersier yang tertutup dan rata-rata memiliki kedalaman 30 cm dan lebar 30
cm. Semua drainase pada kawasan sudah menggunakan perkerasan berupa semen/cor dan paving block
sehingga cukup optimal dalam mengalirkan limpasan air. Akan tetapi, masih terdapat beberapa jalan yang tidak
dilengkapi jaringan drainase serta masih ada drainase yang kondisinya kurang baik dan tidak terawat
dikarenakan tertimbun sampah dan dipenuhi oleh semak yang akhirya menghambat aliran air.

c. Jaringan air bersih
Kawasan Girlibanji sudah terlayani oleh air bersih yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan
juga air sumur. Air bersih pada kawasan memiliki kualitas air yang bersih dan jernih sehingga layak untuk
dikonsumsi. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan terkait kondisi dan kualitas air bersih pada kawasan yaitu
terdapat air sumur yang bau dan keruh sehingga masyarakat lebih banyak memilih menggunakan PDAM.

d. Jaringan air limbah

Jaringan air limbah pada Kawasan Girlibanji berupa jaringan pembuangan air hasil kegiatan domestik.
Berdasarkan hasil observasi, telah ada jaringan pengelolaan limbah domestik tersendiri yang tidak menjadi satu
dengan jaringan drainase, terutama limbah grey water. Untuk limbah black water, sebagian masyarakat sudah
menggunakan tangki septik pribadi di dalam rumah dan sebagian masyarakat masih menggunakan tangki septik
komunal atau langsung dibuang ke sungai. Berdasarkan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Banyumas Tahun 2022, terdapat 50 KK yang
memiliki sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis (Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata
Ruang Kabupaten Banyumas, 2016). Selain itu masih terdapat penduduk yang melakukan kegiatan mandi cuci
kakus (MCK) pada toilet umum dan langsung dibuang ke Kali Banjaran-Kranji.

e. Jaringan sistem persampahan
Pada Kawasan Girlibanji, setiap rumah warga sudah difasilitasi dengan adanya tempat sampah pribadi tetapi
sebagian besar masyarakat belum melakukan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. Ketersediaan
Tempat Penampungan Sementara (TPS) di dalam kawasan sangat minim yang disebabkan oleh sempitnya lahan
kosong. Hal tersebut menambah buruknya kondisi pengelolaan sampah di kawasan karena sampah rumah
tangga menumpuk berhari-hari. Selain itu, Sebagian masyarakat memilih membakar sampah pada lahan kosong
di sekitar rumah dan tidak mampu membayar iuran pengangkutan sampah.

f. Jaringan jalan
Cakupan pelayanan jalan lingkungan seluruh kawasan penelitian terlayani dengan cukup baik, baik pada jalan
utama blok permukiman maupun pada gang-gang sempit. Meskipun demikian, masih ada beberapa rumah warga
yang tidak mendapatkan akses jalan lingkungan untuk menuju ke rumah. Permukaan jalan lingkungan tertutup
paving dan aspal dengan kualitas yang cukup baik tetapi terdapat jalan rusak di beberapa titik pada kawasan.
Selain itu, kondisi jalan dengan lebar <1,5 meter hanya bisa diakses kendaraan roda dua sehingga kurang
nyaman untuk wilayah dengan kepadatan tinggi dan semakin menghambat aksesibilitas masyarakat.

4.2 FAKTOR PRIORITAS PENYEBAB KEKUMUHAN DI KAWASAN PERMUKIMAN

Analisis yang digunakan untuk menentukan faktor prioritas penyebab kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanii
adalah analisis AHP (Analytic Hierarchy Process). Menurut Saaty (2008), analisis AHP bertujuan untuk menentukan
tingkat kepentingan/prioritas dari beberapa kriteria dengan melakukan analisis perbandingan berpasangan dari masing-
masing kriteria. Analisis AHP dapat menggabungkan penilaian berupa pemahaman, pengalaman, naluri, dan preferensi
responden yang objektif dan logis. Dalam penelitian ini, analisis AHP dilakukan menggunakan soffware Expert Choice 11.
Berikut ini diuraikan tahapan analisis analisis AHP.

421  Menyusun Hierarki Permasalahan

Tahapan ini berupa penyusunan tujuan penelitian sebagai fokus/sasaran utama, serta variabel dan subvariabel pada
tingkatan berikutnya. Hierarki pertama dalam penelitian ini adalah faktor prioritas penyebab kekumuhan di Kawasan
Permukiman Girlibaniji. Hierarki kedua adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini berupa faktor sosial budaya,
faktor ekonomi, dan faktor fisik lingkungan. Hierarki selanjutnya merupakan subvariabel dari variabel faktor sosial budaya
dan faktor fisik lingkungan yaitu tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, extended family system, migrasi masuk, lama tinggal
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penghuni, kepadatan dan kualitas bangunan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, jaringan sistem
persampahan, dan jaringan jalan. Bagan hierarki permasalahan penelitian ditunjukkan Gambar 2.

] Goal: Faktor Prioritas Penyebab Kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji (Pinggir Kali Banjaran-Kranji), Banyumas
B Fakor Sosil Budaya (L:,256)

- Lama Tinggal Penghuni (L: ,052)

¢ i.JH Tingkat Pendidikan (L: ,416)

- Jenis Pekerjaan (L: ,259)

- Extend Family System (L: ,123)

¢ [ Migrasi Masuk (L: ,152)

! Faktor Ekonomi (L: ,335)

é--g Faktor Fisik Lingkungan (L: ,406)

- Kepadatan dan Kualitas Bangunan (L: ,218)
-3 Jaringan Drainase (L: ,146)

- Jaringan Air Bersih (L: ,100)

- Jaringan Air Limbah (L: ,240)

- Jaringan Sistem Persampahan (L: ,200)
- Jaringan Jalan (L: ,096)

Gambar 2. Bagan Hirarki Permasalahan

422  Menentukan Prioritas Elemen-Elemen

Nilai-nilai perbandingan kriteria dari hasil kuesioner kepada responden kemudian diolah untuk menentukan prioritas
faktor penyebab kekumuhan. Berdasarkan hasil Consistency Ratio (CR) hasil kuesioner, pertimbangan terhadap semua
kriteria dianggap konsisten karena kurang dari 0,1, maka penilaian konsisten dan data dapat dilanjutkan ke perhitungan
selanjutnya. Analisis AHP dilakukan untuk menentukan tingkatan faktor prioritas penyebab kekumuhan dan bobot prioritas
faktor. Grafik tingkatan prioritas dan bobot nilai hasil analisis pada hierarki kedua dapat dilihat pada Gambar 3.

Priorities with respect to: Combined

Goal: Faktor Prioritas Penyebab Kekumuhan di Kawasan Permukiman Girfibanji (Pi...

Faktor Fisik Lingkungan

Faktor Ekonomi

Fakor Sosial Budaya

Inconsistency = 0,00002
with 0 missing judgments.

Gambar 3. Bobot Nilai dan Tingkatan Prioritas Pada Hirarki Kedua

Berdasarkan analisis AHP, dapat diketahui bahwa faktor utama penyebab kekumuhan di Kawasan Girlibanji adalah
faktor fisik lingkungan yaitu sebesar 40,6%. Hal ini dikarenakan kawasan permukiman belum memiliki sarana dan
prasarana dengan kualitas yang baik dan sesuai standar teknis. Faktor penyebab kekumuhan kedua adalah faktor
ekonomi sebesar 33,5%. Hal ini dapat ditunjukan dengan tingkat pendapatan masyarakat yang mayoritas tergolong
rendah. Faktor ketiga adalah faktor sosial budaya yaitu sebesar 25,8% yang diketahui dari tingkat pendidikan, jenis
pekerjaan, migrasi masuk, extended family system, dan lama tinggal penghuni. Setelah analisis AHP pada hierarki kedua,
langkah selanjutnya adalah analisis AHP pada hierarki ketiga untuk mengetahui bobot tiap subvariabel dan bobot prioritas
akhir. Gambar 4 dan Gambar 5 merupakan grafik tingkat prioritas dan bobot nilai subvariabel faktor sosial budaya dan
faktor fisik lingkungan.

Priorities with respect to: Combined
Goal: Faktor Prioritas Penyebab Kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji (Ping

=Fakor Sosial Budaya

Tingkat Pendidikan
Jenis Pekerjaan
Migrasi Masuk
Extend Family System
Lama Tinggal Penghuni
Inconsistency = 0,01
with 0 missing judgments.

16 I
250 I

152 I

A23 I

,052 N

Gambar 4. Bobot Nilai dan Tingkatan Prioritas Pada Hierarki Ketiga (Faktor Sosial Budaya)
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Priorities with respect to: Combined

Goal: Faktor Prioritas Penyebab Kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji (Ping

>Faktor Fisik Lingkungan
Jaringan Air Limbah 2420 I
Kepadatan dan Kualitas Bangunan 218
Jaringan Sistem Persampahan 200 I
Jaringan Drainase pri@m @00 |
Jaringan Air Bersih 00 I
Jaringan Jalan Lol 000 |
Inconsistency = 0,00397

with 0 missing judgments.

Gambar 5. Bobot Nilai dan Tingkatan Prioritas Pada Hierarki Ketiga (Faktor Fisik Lingkungan)

Selanjutnya, dilakukan sintesis akhir untuk memperoleh keseluruhan prioritas dari pertimbangan perbandingan
berpasangan yang dilakukan. Menurut Saaty (2008), untuk menghindari masalah pembalikan peringkat, bobot masing-
masing subvariabel harus dinormalisasi dengan menggunakan ideal mode dalam analisis AHP. Proses normalisasi diawali
dengan membagi bobot masing-masing subkriteria dengan bobot subkriteria terbaik di bawah setiap kriteria untuk
memperoleh bobot prioritas dalam hierarki ketiga. Kemudian, bobot masing-masing subkriteria dikalikan dengan bobot
prioritas kriteria dan dibagi dengan total bobot prioritas akhir yang dinormalisasikan. Hasil akhir analisis tersebut dapat
dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sintesis Akhir

Kriteria Bobot Subkriteria Bobot Ideal Bobot Normalisasi Peringka
Prioritas Prioritas Mode  Prioritas (Bobot Prioritas t
Kriteria Subkriteria (b) Akhir Akhir / Total
(a) (axb) Bobot Prioritas
Akhir)
Faktor sosial 0,258  Tingkat pendidikan 0,416 1,000 0,258 0,097 5
budaya Jenis pekerjaan 0,259 0,623 0,161 0,061 9
Migrasi masuk 0,152 0,365 0,094 0,036 10
Extended family system 0,123 0,29 0,076 0,029 11
Lama tinggal penghuni 0,052 0,125 0,032 0,012 12
Faktor 0,335 Tingkat pendapatan 1,000 1,000 0,335 0,127 4
ekonomi
Fisik 0,406 Kepadatan dan kualitas 0,218 0,908 0,369 0,139 2
lingkungan bangunan
permukiman Jaringan drainase 0,146 0,608 0,247 0,093 6
Jaringan air bersih 0,100 0,417 0,169 0,064 7
Jaringan air limbah 0,240 1,000 0,406 0,153 1
Jaringan sistem 0,200 0,833 0,338 0,128 3
persampahan
Jaringan jalan 0,096 0,400 0,162 0,061 8
Total 2,648 1,000

Setelah melalui proses normalisasi, tingkatan faktor prioritas penyebab kekumuhan di kawasan permukiman akan
sama dengan output Expert Choice 11. Hasil sintesis akhir di Expert Choice 11 dapat dilihat pada Gambar 6. Berdasarkan
analisis AHP yang dilakukan, sangat memungkinkan peneliti mengambil lebih dari satu faktor prioritas karena dalam
metode analisis AHP tidak memberikan suatu batasan pengambilan faktor prioritas. Oleh karena itu, dalam pertimbangan
perumusan faktor prioritas, peneliti menggunakan asumsi bahwa setiap faktor berbobot sama penting apabila memiliki
bobot prioritas akhir yang sama besar. Setiap faktor prioritas diasumsikan mempunyai prioritas yang sama apabila memiliki
bobot nilai minimum sama dengan 0,083 sehingga faktor yang dikelompokkan dalam faktor prioritas adalah faktor yang
memiliki bobot prioritas akhir lebih dari 0,083.
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Gambar 6. Hasil Sintesis Akhir di Expert Choice 11

Berdasarkan perhitungan analisis AHP terhadap 12 faktor penyebab kekumuhan dengan pertimbangan batas minum
rata-rata bobot prioritas akhir setiap faktor maka dapat dihasilkan 6 faktor prioritas. 6 faktor prioritas penyebab kekumuhan
di Kawasan Girlibaniji ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Faktor Prioritas Penyebab Kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji

Faktor Prioritas Penyebab Bobot Prioritas  Persentase Bobot Peringkat
Kekumuhan Akhir Prioritas Akhir
Jaringan air limbah 0,153 15,3% 1
Kepadatan dan kualitas bangunan 0,139 13,9% 2
Jaringan sistem persampahan 0,128 12,8% 3
Tingkat kepadatan 0,126 12,6% 4
Tingkat pendidikan 0,097 9,7% 5
Jaringan drainase 0,094 9,4% 6

Dari Tabel 4, dapat diketahui bahwa faktor prioritas yang menyebabkan kekumuhan di Kawasan Girlibaniji adalah faktor
jaringan air limbah. Hal tersebut selaras dengan tinjauan literatur yang dikemukakan oleh Hariyanto (2007), Crysta &
Budisusanto (2017), Asa (2015), dan Damisi et al. (2014) bahwa faktor fisik lingkungan menjadi faktor utama yang
menyebabkan kekumuhan yang diketahui dari rendahnya kualitas sistem pembuangan air limbah. Mayoritas masyarakat
di kawasan permukiman kumuh kurang sadar tentang pentingnya ketersediaan MCK dan masih terdapat masyarakat yang
memiliki sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis. Faktor prioritas kedua adalah kepadatan dan kualitas
bangunan. Menurut Wimardana & Setiawan (2016), Arung & Ulimaz (2021), dan Muvidayanti & Sriyono (2019) satu faktor
yang menyebabkan kekumuhan di kawasan permukiman adalah kualitas bangunan dan kualitas material bangunan
tersebut. Kepadatan bangunan di kawasan permukiman kumuh cenderung termasuk dalam tingkat kepadatan tinggi, jarak
antar rumah hampir tidak ada dengan luasan rumah yang relatif kecil.

Faktor prioritas ketiga adalah jaringan sistem persampahan. Sejalan dengan literatur dari Magfirah (2022), Damisi et
al. (2014), dan Hariyanto (2007), salah satu faktor penyebab permukiman kumuh adalah faktor fisik lingkungan yang dilihat
dari kondisi sarana dan prasarana persampahan dan belum adanya pengelolaan sampah yang baik mengakibatkan
adanya tumpukan sampah di pekarangan. Jaringan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman kumuh tidak
sesuai dengan persyaratan teknis. Faktor prioritas keempat adalah tingkat pendapatan. Mayoritas masyarakat memiliki
tingkat pendapatan yang rendah di Kawasan Girlibaniji selaras dengan teori dari Surtiani (2006), Ismail, Sriartha, & Sutarjo
(2016), Apriliani et al. (2022), dan Istikasari & Khadiyanto (2014), bahwa tingkat pendapatan yang rendah mengakibatkan
masyarakat hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan tidak mampu untuk memperbaiki
bangunan hunian.

Faktor prioritas kelima adalah tingkat pendidikan. Mayoritas masyarakat di kawasan permukiman kumuh memiliki
tingkat pendidikan yang rendah menjadi faktor penyebab kekumuhan. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan
rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan permukiman (Fitri & Sulistinah,
2021; Hariyanto, 2007; Putra & Andriana, 2017; Zulkarnaini et al., 2019). Faktor prioritas keenam adalah jaringan drainase.
Jaringan drainase di Kawasan Girlibanji sebagian besar hanya berada pada satu sisi jalan, terdapat beberapa jalan yang
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tidak dilengkapi jaringan drainase, serta masih ada drainase yang kondisinya kurang baik dan tidak terawat. Hal tersebut
sesuai dengan tinjauan literatur oleh Afrina, Fuady, & Yusuf (2021), Hariyanto (2007), Yustika & Umilia (2019), serta
Apriliani et al. (2022) bahwa kondisi saluran drainase menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kekumuhan karena
banyaknya sampah yang berada di saluran drainase yang dapat menyumbat aliran air dan jaringan drainase terbilang
sempit dan kecil serta sangat dekat dengan perumahan warga.

5. KESIMPULAN

Faktor penyebab kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji (Pinggir Kali Banjaran-Kranji), Kabupaten Banyumas
dapat dilihat dari faktor fisik lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya. Faktor fisik lingkungan terdiri atas
kepadatan dan kualitas bangunan, jaringan air limbah, jaringan air bersih, jaringan sistem persampahan, jaringan
drainase, dan jaringan jalan. Faktor sosial budaya terdiri atas tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, migrasi masuk, extended
family system, dan lama tinggal penghuni. Faktor ekonomi dapat dilihat dari tingkat pendapatan penduduk. Berdasarkan
hasil analisis Analytical Hierarchy Process (AHP) yang dilakukan, terdapat enam faktor prioritas penyebab kekumuhan di
Kawasan Permukiman Girlibanji (Pinggir Kali Banjaran-Kraniji), Kabupaten Banyumas. Keenam faktor prioritas penyebab
kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji dari yang paling berpengaruh berturut-turut adalah: (1) jaringan air limbah;
(2) kepadatan dan kualitas bangunan; (3) jaringan sistem persampahan; (4) tingkat pendapatan; (5) tingkat pendidikan;
serta (6) jaringan drainase.
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